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P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara  Cerai

Gugat pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Hakim  Tunggal  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

...............,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

kediaman di  Dusun  ……….,  Kabupaten  Sinjai,  dalam hal  ini

memberikan kuasa khusus kepada Khair Khalis Syurkati, S.H.,

M.H. dan Subhan, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di

Jalan  Anggrek,  No.  11,  Kelurahan  Balangnipa,  Kecamatan

Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat Kuasa khusus

tanggal  10  Januari  2024  yang  telah  didaftar  dalam Register

Kuasa Nomor 6/Kuasa Khusus/I/2024/PA.Sj tanggal 11 Januari

2024, sebagai Penggugat;

melawan

...............,  umur  41  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

kediaman di Dusun ……., Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tanggal  10  Januari  2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Sinjai  dengan  Nomor  36/Pdt.G/2024/PA.Sj,  tanggal  11

Januari 2024 , dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan  Tergugat

pada tanggal  22 November 1999 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tellulimpoe  Kabupaten  Sinjai,

sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ............... ; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

selayaknya  suami  istri  dengan  baik,  telah  berhubungan  badan  dan

keduanya bertempat tinggal bersama tinggal di rumah orang tua permohon

hingga saat ini, yang beralamat di Dusun ……. Hingaa sekarang; 

3. Bahwa dari  pernikahan  tersebut  telah  telah  dikaruniahi  seorang  anak

Perempuan bernama:  ...............  yang  lahir  pada  Tanggal  23  April  2006,

yang saat ini duduk dibangku kelas III SMA.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  sebenarnya

sudah sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan

dan terjadi yang terus menerus sejak tahun 1999 sampai sekarang, namun

bisa diatasi setelah 1-2 hari.

5. Penyebab utama percekcokan, lantaran Penggugat sangat cemburuan

terhadap Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan hidup

tertekan.

6. Bahkan sifat buruk Tergugat yang pencemburuan itu makin menjadi jadi

setelah Penggugat melahirkan anak, bahkan pernah dipukuli oleh tergugat

7. Pada tahun 2022 lalu , terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan

Tergugat,   Dan  sejak  itulah  antar  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  lagi

seranjang atau mulai pisah ranjang.

8. Puncak  percekcokan  terjadi  pada  tanggal  6  Maret  2023,  Dimana

Tergugat   pergi  meninggalkan  tergugat  ke  ...............  tanpa  pamit  atau

sekedar  memberitahukan  Penggugat,  kemudian  selanjutnya  pada  bulan

September   Tergugat  Datang   Kembali   Kerumah  Orang  tuanya  di

Dusun ................ Lalu kemudian pergi lagi ke ............... pada bulan yang

sama.
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9. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah

karena:

9.1.  Tergugat  Amat  Pencemburu  dan  acapkali  menuduh  Penggugat

berselingkuh; 

9.2. Tergugat selalu membentak dan berlaku kasar kepada Penggugat

10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih

dari  setahun,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak  terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat; 

11. Bahwa  Penggugat  dibantu  keluarga  telah  berupaya  mengatasi

masalah  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  melalui  jalan

musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak

berhasil; 

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut  di  atas,  maka Penggugat

merasa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup  rukun  lagi,  maka  Penggugat  berkesimpulan  lebih  baik  bercerai

dengan Tergugat; 

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama

dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri

dan  rasa  kasih  sayang  Penggugat  terhadap  mereka,  maka  Penggugat

mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan

pemeliharaan Penggugat; 

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

biaya  pemeliharaan,  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  sampai  dengan

dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta

rupiah);  Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

memberikan  nafkah  untuk  anak-anak  tersebut  per  bulan  yang  diberikan

melalui  Penggugat  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak-anak
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tersebut  dewasa/mandiri  dengan kenaikan 10 (sepuluh)  sampai  20  (dua

puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  memohon

kepada Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra Tergugat  (...............)  Terhadap

Penggugat (...............);

3. Menetapkan Penggugat sebagai sebagai pemegang hak asuh atas anak-

anak yang bernama:

4.  ............... Jenis kelamin perempuan, lahir di Sinjai 23 April 2006; dengan

tetap  memberikan  hak  ases  kepada  Tergugat  untuk  menemui  -anak

tersebut;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah)  anak-anak  sebagaimana  tersebut  di  atas  sejumlah  Rp

4.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak

amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak-anak  tersebut  dewasa/mandiri

dengan  kenaikan  10  (sepuluh)  sampai  20  (dua  puluh)  persen  setiap

tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

tidak  pernah datang  menghadap dan  tidak  pula  menyuruh  orang lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  dan tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut
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disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa  Hakim  telah  melakukan  upaya  perdamaian  dengan  cara

menasehati  Penggugat  melalui  Kuasanya agar  mengurungkan niatnya untuk

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  dibacakan  surat

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan

Hakim Penggugat mencabut petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) mengenai

gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  tidak  dapat  didengar

jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  ...............  Tanggal  22

November  1999,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Tellulimpoe  Kabupaten

Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk Pemohon II  atas nama ………

yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Sinjai,  Nomor 7307085808830001, tanggal 01 Maret 2013,

bermeterai  cukup  dan  bercap  pos  (dinazegelen)  serta  sesuai  dengan

aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;  

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  ………..  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Sinjai, Nomor 73.07-AL-201000.9245, tanggal 09 Juli 2010,

bermeterai  cukup  dan  bercap  pos  (dinazegelen)  serta  sesuai  dengan

aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi
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1. Saksi I,  ...............,  umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  ...............,  Kabupaten  Sinjai,  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  adalah

keponakan Penggugat; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami

isteri; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai seorang anak bernama ...............;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering

bertengkar dan berselisih yang terus menerus; 

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran

Penggugat dan Tergugat. Namun saksi sering melihat Penggugat dan

Tergugat  bertengkar  karena  rumah  saksi  dan  rumah  Penggugat

berdekatan. Saksi juga pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dipukul

oleh Tergugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit  dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Saksi II,  ...............,  umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer TK

RA Perwalida Lappa, bertempat tinggal di Jl. ……., Kabupaten Sinjai,  di
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bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat, namun saksi tidak kenal Tergugat dan

tidak pernah bertemu Tergugat; 

- Bahwa,  saksi  tidak  mengetahui  permasalahan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat  tinggal  karena  saksi  tidak  pernah  melihat  ada  Tergugat  di

rumah Penggugat;

3.  Saksi  I,  ...............,  umur  46  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  nelayan,

bertempat  tinggal  di  Dusun  ...............,  Kabupaten  Sinjai,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi  adalah

saudara kandung Penggugat; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami

isteri; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai seorang anak bernama ...............;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering

bertengkar dan berselisih yang terus menerus; 

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 
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- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit  dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini  sebagai  bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memeriksa  Surat  Kuasa  Khusus

Penggugat  tertanggal  10 Januari  2024,  yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 6/Kuasa Khusus/I/2024/PA.Sj tanggal

11 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Khusus,  dan  Hakim  telah  pula  memeriksa  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat

(KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal

30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  oleh karena itu

Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi

bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin

kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai

advokat profesional;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  didampingi  Kuasanya  hadir  di  muka

sidang,  sedangkan  Tergugat  meskipun  padanya  telah  dilaksanakan

pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai sesuai dengan ketentuan

Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
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pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

menjadi  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,

Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat

patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya

tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150

R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap

persidangan,  dan  upaya  damai  tersebut  telah  dilakukan  secara  sungguh-

sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  pertama  menjadi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi  upaya

damai tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,

maka  proses  mediasi  tidak  diwajibkan  dalam  perkara  aquo,  sebagaimana

maksud  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  dalam sidang  pemeriksaan  pokok  perkara  yang

diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal

80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama

menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide  Pasal

155  R.Bg.,  sedang  terhadap  gugatan  yang  dibacakan  tersebut  Penggugat

menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses

selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1,

P.2,  dan  P,3  serta  3  (tiga)  orang  saksi  masing-masing  bernama

..............., ..............., dan ............... serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1,  P.2,  dan  P.3  yang  telah

dicocokkan  dan  telah  sesuai  dengan  aslinya  dan  bermeterai  cukup  serta

dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Biaya  Meterai,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  pembuktian  dan  memiliki  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301

R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P.2  merupakan  fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk Penggugat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal

di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai yang dari segi kewenangan relatif

berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai,

sehingga berdasarkan hal  tersebut  Penggugat memiliki  legal  standing dalam

pengajuannya  karena  perkara  aquo  merupakan  kewenangan  absolut

Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  maka  terbukti  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  seorang  anak  bernama  A.  Nurul

Azizah binti Rusma, lahir di Sinjai tanggal 23 April 2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah

disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama,

saksi kedua, dan saksi ketiga adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal
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mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana

maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  menjadi  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  saksi  kedua  Penggugat  tidak  mengenal  Tergugat

bahkan  tidak  pernah  bertemu  dengan  Tergugat  dan  tidak  mengetahui

permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  oleh  karena  itu

keterangan saksi kedua Penggugat tersebut oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  ketiga

Penggugat di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan,

ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  yang saat  ini  telah  berpisah tempat  tinggal  selama kurang lebih 1

(satu)  tahun  dan  sejak  awal  berpisah  tempat  tinggal  sudah  tidak  terjalin

komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun

tetap tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  ketiga

Penggugat  di  atas  terbukti  saling  bersesuaian  satu  dengan  yang  lain  dan

mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana

ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga hakim menilai

secara formil dan materil keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat

dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang

dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-

fakta persidangan sebagai berikut:
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· Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  dari  perkawinan

yang sah sejak tanggal 22 November 1999;

· Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun

selayaknya  suami  isteri  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak

bernama ...............;

· Bahwa  saat  ini  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  tidak

harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

· Bahwa  akibat  perselisihan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

· Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak

terjalin  komunikasi  yang  baik  dan  telah  tidak  saling  menghiraukan  serta

telah tidak tinggal serumah lagi;

· Bahwa  pihak  keluarga  pernah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  menikah  dan

secara  yuridis  normatif  telah  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan

Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide

Pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  yang

sangat  kuat  (mitsaqan  ghalidzan)  antara  suami  dan  isteri,  yang  diantara

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu

sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan

keluarga  sakinah  mawaddah  wa  rahmah sebagai  perwujudan  tujuan

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 ang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);
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Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah  menunjukkan

kronologis  suatu  peristiwa  hukum  yang  dimulai  dengan  adanya  perkawinan

yang  sah  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak  tanggal  22  November  1999

kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi

rumah  tangganya  tidak  harmonis  lagi  yang  mengakibatkan  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa

komunikasi  yang  baik,  pada  awalnya  keduanya  telah  diupayakan  untuk

dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa sebagai  pasangan suami  istri  yang sempat  hidup

rukun  membina  rumah  tangga,  kemudian  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat berubah menjadi tidak rukun dan tidak lagi tinggal bersama, hal ini

merupakan  ujian  dalam  menghadapi  bahtera  rumah  tangga  dan  juga

merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berpisahnya  tempat  tinggal  pasangan  suami  istri

dalam  rumah  tangga  tidak  identik  dengan  perceraian,  karena  tidak  sedikit

pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan

pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya

untuk  rukun  lagi  seperti  sedia  kala.  Namun  lain  halnya  dengan  kondisi

hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat,  kronologis  fakta  persidangan

menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak

saling  menghiraukan  satu  sama  lain  serta  komunikasi  Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa

hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada

dasarnya tidak mengarah kepada kondisi  yang lebih baik, namun sebaliknya

menegaskan  adanya  keretakan  yang  berimplikasi  pada  hilangnya

keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1

(satu)  tahun Penggugat  dengan Tergugat  tidak pernah tinggal  bersama lagi,

komunikasi  pun  tidak  terjalin  dengan  baik  dan  tidak  mengarah  kepada
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kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta

ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai,  hormat-menghormati, setia

dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama

suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan,  karena  komunikasi  dan  kebersamaan  sebagai

media  utama  untuk  itu  tidak  pernah  terwujud  lagi  dalam  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya

sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu

adalah  suatu  bentuk  perkawinan  yang  kontradiktif  dengan  tujuan  dasar

perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia  dan kekal  sebagaimana maksud Pasal  1  Undang-undang Nomor  1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut,

maka  perkawinan  akan  sulit  memberikan  kebahagiaan  bagi  masing-masing

pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  urutan  pertimbangan  sebagaimana

terurai  di  atas,  maka  Hakim  berkesimpulan  bahwa  ikatan  perkawinan

Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat

dirukunkan  lagi  karena  perselisihan  yang  terjadi  telah  berjalan  secara  terus

menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah

(broken  marriage)  sebagaimana  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

hanya  akan  mengakibatkan  lebih  banyak  kemudaratan  dalam  bentuk

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya

akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

أ الْمَصَالحِأ جَلبِْ علَىَ مأقَدمّأ الْمَفَاسِدأ درَْأ
Artinya:  ”Menolak  kemudaratan  harus  lebih  diutamakan  daripada  mencari

kemaslahatan”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di

atas, maka menurut hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

telah  memenuhi  alasan  perceraian  yang  diatur  dalam  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, yakni  adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan

suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut

gugatan  pokok  Penggugat  untuk  diceraikan  dengan  Tergugat  patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam  talak  yang  dijatuhkan  pengadilan  atas  gugatan  Penggugat  tersebut

adalah talak satu ba’in shugra Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dan  ditambah pertama dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  R.Bg.,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Undang-

undang  Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  pertama  dengan  Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum

Islam serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (...............)  terhadap

Penggugat (...............);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
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Demikian  diputuskan  pada  hari  Selasa  tanggal  6  Februari  2024

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  25  Rajab  1445  Hijriyah,  oleh  saya

Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut

dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim 

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

 ttd

 Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp     30.000,00

b. Panggilan : Rp     20.000,00

c. Redaksi : Rp     10.000,00

2. Biaya Proses : Rp    100.000,00

3. Panggilan : Rp     60.000,00

4. Meterai : Rp            10.000,00  

J u m l a h : Rp   230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
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